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PENETAPAN
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DEMI KEADICAN BERDASARKAN KETUHANA‘N YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :
Yusuf bin Nggotu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labuan Toposo,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya
disebut Pemohon I;
Yaca binti Nasa, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan
SD, bertempat tinggal di Desa Labuan Toposo, Kecamatan
Labuan, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon | dan Pemohon Il;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor
0521/Pdt.P/2016/PA Dgl pada tanggal 11 Oktober 2016 mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2009, pemohon melangsungkan
pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Desa Labuan Toposo di
rumah Kecamatan Labuan , Kab. Donggala, Prop. Sulawesi Tengabh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka
dalam usia 21 tahun dan Pem5hon Il berstatus Perawan dalam usia 22
tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Imam Mesijid

bernama Nasa dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang
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diantaranya masing-masing bernama : Halman dan Nudin dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang
berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak

bernama:
1. Endang, umur 12 tahun;
2. Agusni, umur 9 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan Termohon tersebut
dan selama itu pula pemohon dan Termohon tetap beragama islam.

5. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai
kutipan akta Nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan
para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian
hukum lainnya;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis
Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2009 Pemohon
bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2009 di Kecamatan Labuan;
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3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang
menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai
dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 26
September 2016 yang maksud dari substansi permohonanannya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon penambahan/perubahan pada :

e Angka 2 yaitu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Nasa, Imam Mesjid yang menikahkan para

Pemohon bernama Karim;
« Dalil permohonan mengenai tidak adanya keberatan orang lain atas

pernikahan para Pemohon diberikan angka 5, maka angka dalil

permohonan selanjutnya berubah yaitu angka 5,6 dan 7;
¢ Petitum, angka 4, membebankan kepada para Pemohon untuk

membayar biaya perkara menurut hukum untuk membayar biaya
perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, maka

pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi-saksi

1. Akhir bin Abd. Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Pado,
Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, saksi adalah saudara
kandung Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon | pernah menikah dengan Pemohon lI;

-Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 15

Maret 2009;

-Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah jejaka berumur
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21 tahun, sedangkan status Pemohon Il adalah perawan berumur
22 tahun;
-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
bernama Nasa dan yang menikahkan Pemohon | dengan Il adalah
Imam Masjid bernama Karim;
-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il
adalah berupa Uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon |
dan Pemohon Il adalah Halman dan Mudin;
-Bahwa perkawinan Pemohon | dan Il dilangsungkan di Kecamatan
Labuan, Kabupaten Donggala;
-Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar’i
lainnya untuk menikah;
-Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il sampai sekarang
masih beragama Islam;
-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk
mendapatkan buku nikah;
2. Kasnudin bin Zaentani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Labuan
Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, saksi adalah
tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
-Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II;
-Bahwa Pemohon | pernah menikah dengan Pemohon lI;
-Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 15
Maret 2009;
-Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah jejaka berumur
21 tahun, sedangkan status Pemohon Il adalah perawan berumur
22 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah

ayah kandung Pemohon Il bernama Nasa dan yang menikahkan
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Pemohon | dengan Il adalah Imam Mesjid bernama Karim;

-Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I

adalah berupa Uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

-Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon |

dan Pemohon Il adalah Halman dan Mudin;

-Bahwa perkawinan Pemohon | dan Il dilangsungkan di Kecamatan

Labuan, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan

darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar’i

lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il sampai sekarang

masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk

mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta
mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon,
Pemohon | dan Pemohon Il ternyata beragama Islam dan hendak
mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan,
Pasal 49 Ayat (1) huruf (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya

memohon agar perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il disahkan
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menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian
yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang
menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk
membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam
Tirmizi:

Oaoills e 3all LE 43301 : J16 alius asle alll o & 3

ale el e

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi
Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti)
sumpah bagi Termohon/Tergugat”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, hal mana 2 orang saksi
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah
memenuhi syarat formil bukti kesaksian oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi | dan Il para pemohon menerangkan
bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Nasa, Pemohon | dan Il dinikahkan oleh Imam desa
yang bernama Karim dengan mahar berupa Uang Rp 110.000 (seratus
sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang
bernama Halman dan Mudin

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi | dan Il para
pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa
yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Nasa
kemudian Pemohon | dan Il dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Karim,
dengan mahar berupa Uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Halman dan Mudin
dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya
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mendalilkan bahwa Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il pemohon
menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah jejaka,
sedangkan status Pemohon Il adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi | dan Il para
pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa
pada saat menikah status Pemohon | adalah jejaka, sedangkan status
Pemohon Il adalah perawan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il pemohon
menerangkan bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi | dan Il yang
saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darabh;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan
sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan Il pemohon
menerangkan bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi | dan Il yang
saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon | dan Il dinikahkan oleh Imam Masjid bernama
Nasa dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon
Il bernama Nasa dengan mahar berupa Uang Rp 11. 000,- dan
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disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Halman dan Mudin
serta dihadiri oleh banyak orang;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah jejaka,
sedangkan status Pemohon Il adalah perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar’i lainnya
untuk menikabh;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il sampai sekarang
masih beragama Islam

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
telah dilangsungkan berdasarkan hukum lIslam sebagaimana ketentuan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak ada penghalang atau larangan perkawinan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon
pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan
antara Pemohon | ( Yusuf bin Nggotu ) dengan Pemohon Il ( Yaca binti
Nasa) yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2009 di wilayah hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, adalah sah
secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengadilan Agama dengan
Kantor Urusan Agama bukanlah satu hirarkhi kepemimpinan, sehingga
Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk memerintahkan
kepada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Labuan) untuk
mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3
(tiga) para pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada

Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya kepada
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman terakhir para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon | dan ll;

- Menyatakan sah perkawinan antara Yusuf bin Nggotu dengan

Yaca binti Nasa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2009 di

Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

- Memerintahkan Pemohon | dan Il untuk mencatatkan

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Labuan, Kabupaten Donggala;

- Membebankan kepada Pemohon | dan Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama

Donggala pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried,
S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan
tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Siti Rabiah, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

Ruhana Faried, S.HIl., M.HI

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0521/Pdt.P/2016/PA Dgl
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Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rabiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
4 Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0521/Pdt.P/2016/PA Dgl
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